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Tujuan penulisan ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan Menganalisis 
Hukum terhadap Nafkah Hidup Akibat Perceraian menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, 2) Menganalisis Implementasi Hukum terhadap Nafkah 
Hidup Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Untuk  menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan 
metodelogi yaitu (1). Studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, (2). Wawancara dengan hakim dan pihak-pihak yang berkompeten 
di Pengadilan Agama Sungguminasa, (3). Analisis data. Penulis menggunakan 
analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif.  
Setelah menjelaskan tentang hukum terhadap nafkah hidup akibat 
perceraian dan pengimplementasian dari hukum tersebut, maka pelaksanaannya 
dirasa belum maksimal karena pemberian nafkah hidup tersebut masih sering 
diabaikan oleh mantan suami, sehingga diperlukan  upaya paksa yang mewajibkan 
dalam pembayarannya. Namun hal tersebut tidak akan dilakukan Pengadilan tanpa 
adanya permohonan eksekusi oleh mantan istri. Sebaiknya juga diatur dalam 
sistem hukum di Indonesia tentang pemberian sanksi kepada mantan suami yang 
enggan memberikan atau membayar nafkah hidup terhadap istri yang diceraikan 
sehingga hukum tersebut tidak mandul dalam implementasinya.    
Adanya pengetahuan tentang pemberian nafkah hidup terhadap mantan 
istri yaitu Nafkah Iddah dan Mut‟ah serta biaya hadhanah untuk anak maka telah 
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya seorang mantan 
suami melaksanakan kewajiban tersebut. Pemerintah juga harus mengkaji ulang 
aturan yang mengatur tentang pemberian nafkah tersebut agar dapat terlaksana 






A. Latar Belakang 
Pernikahan adalah sesuatu yang mulia sebagai gerbang menuju keridhaan 
Allah SWT. Banyak orang yang sudah mampu menikah baik secara lahir maupun 
batin namun tidak juga kunjung menikah dengan alasan masih ingin hidup bebas 
sendiri (melajang). Lain lagi halnya dengan orang yang sebenarnya belum mampu 
menikah namun karena takut akan berbuat zina maka ia menyegerakan pernikahan 
dengan segala konsekuensinya. Terkait dengan masalah pernikahan Mushthafa 
Dibu al-Bugha, dalam kitabnya, at-Tadzhib fi Adillati Matni al-Ghayati wa at-
Taqrib, menyatakan bahwa nikah itu adalah sesuatu hal yang disenangi 
(mustahab) bagi mereka yang mengingingkannya.
1
 
Pernyataan di atas dapat difahami bahwa nikah adalah hak bagi seseorang 
yang menginginkannya dan hal itu pun disenangi oleh agama. Pemahaman lain 
yang dapat diambil adalah nikah pada dasarnya bukanlah suatu kewajiban, namun 
dalam kapasitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan berdasarkan 
fitrah maka pada suatu saat manusia pasti akan merasa membutuhkan pasangan 
hidup. Gejolak hati, gairah birahi mungkin saja membuat manusia melakukan hal-
hal yang menyimpang dari aturan agama yang benar demi melampiaskan 
(memenuhi) hasrat seksualnya. Dalam konteks ini, wajar jika kemudian nikah 
menjadi wajib bagi manusia untuk menyelamatkannya dari lembah kenistaan 
(zina) dengan syarat dia akan mampu memenuhi kebutuhan pasangannya. 
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Mushthafa Dibu al-Bugha‟, At-Tadzhib fi Adillati Matni al-Ghayati wa at-Taqrib 




Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan : 
“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal 
dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa 
perkawinan menurut Undang-Undang ini adalah suatu tujuan ideal yang tinggi 




Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan 
yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah 
tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh 
guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan 
kaum kerabat istri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa 
kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah 
tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Perkawinan dalam 
Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan 
tetapi mempunyai nilai ibadah.
2
 
Pernikahan itu sendiri bukanlah sebatas ikrar yang berupa ijab dan qabul 
(serah terima) melainkan jauh dari itu adalah terjaganya kehormatan seseorang 
dan terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera tentunya karena 
sesungguhnya  Allah SWT menjadikan  perkawinan sebagai salah satu tanda dari 
tanda-tanda (kebesaran) Allah dan juga sebagai salah satu nikmat dari beberapa 
nikmat-Nya, dengan kedamaian, cinta, dan keterkaitan menjadi sempurna.  
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M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional  (Medan: CV.Rajawali, 1986), h. 3   
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Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21. 
              
          
Terjemahnya  :  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.1 
Ayat di atas menyatakan bahwa: Dan juga, di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-
pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan 
tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan-
pasangan itu, dan dijadikannya diantara kamu mawaddah dan rahmah, 
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.2 
Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya 
masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam 
diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi 
masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini, Allah 
menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, Allah mensyariatkan 
bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan 
masing-masing memeroleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata li taskunu 
ilaiha (    ).3 
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Al-Ustads Muhammad Thalib, al-Qur‟an Tarmajah Tafsiriyah (Yogyakarta: Ma‟had an 
Nabawy, 2011), h.506 
2
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.185. 
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Kata ( ) ilaiha yang merangkai kata (   ) li taskunu mengandung 
makna cenderung/menuju kepadanya sehingga penggalan ayat di atas bermakna 
Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di 
samping pasangannya serta cenderung kepadanya. 
Kata ( ) mawaddah dan (  ) rahmah. Pemilik sifat ini 
menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya 
mawaddah disentuh oleh sesuatu yang mengaruhkannya, kendati boleh jika dia 
memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam. Seorang penjahat yang dipenuhi 
hatinya oleh mawaddah, dia bukan saja tidak akan rela pasangan hidupnya 
disentuh sesuatu yang buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu 
bahkan mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena seperti makna asal kata 
mawaddah ia mengandung arti kelapangan dan kekosongan. 
Sementara ulama menjadikan tahap rahmat pada suami istri lahir bersama 
lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut dan 
berbahagia. Betapapun, baik rahmat maupun mawaddah, keduanya adalah 
anugrah Allah SWT yang sangat nyata. 
Ayat di atas menunjuk tentang bagaimana penciptaan pasangan serta 
dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat, yakni banyak bukti-bukti bukan 
hanya satu atau dua. Memang, apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari 
bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan
.1 
Makna yang dapat dipetik pada ayat tersebut, bahwa ia menjadikan 
keduanya (suami istri) berasal dari satu jiwa,  satu bahan dan satu jenis yang 
sama, seorang laki laki berasal dari perempuan dan perempuan dari seorang laki 
laki, dalam hal ini terdapat unsur penjagaan dan kasih sayang, sebab kesatuan 
jenis lebih mengarah kepada kesamaan dan kedekatan. 
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Suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban 
secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan 
kewajiban secara timbalbalik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir 
dalam perkawinan. 
Pergaulan antara suami istri terkadang terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang 
menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat 
dipertahankan lagi sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak 
lain adalah perceraian. Hal inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa ayat 
ini menunjukkan tentang penciptaan serta dampak-dampaknya salah satunya 
adalah  perceraian serta akan munculnya tanggung jawab baru bagi seorang suami 
kepada mantan istri berupa pemenuhan nafkah hidup setelah perceraian serta 
pemberian biaya pengasuhan kepada anak-anaknya. 
Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa 
yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi 
sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat 
tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, 
cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus 
memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat. 
Untuk mencapai kondisi ideal seperti di atas tentunya bukan tugas negara 
dan masyarakat semata tetapi terutama merupakan tugas dan tanggung jawab 
orang tua. Dalam ajaran Islam, anak justru sangat berguna bagi orang tua setelah 
ia meninggal dunia yaitu adanya amal yang tidak terputus dari anak yang shaleh. 
Secara kemasyarakatan, anak mempunyai peranan penting antara lain sebagai 




sebagai penerus keturunan, penerus kekerabatan dan sebagai kelanjutan dari 
keputusan orang tuanya.  
Keluarga yang orang tuanya bercerai pertumbuhan anak dalam standar 
yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya 
tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan 
materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah 
bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan 
yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan 
dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya. 
Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
secara jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya sang Bapak atau sang Ibu 
berkewajiban memelihara anaknya. Namun jika seorang Bapak tidak mampu 
secara sosial ekonomi untuk membiayai penghidupan anaknya, dan ibunya 
ternyata lebih mampu untuk membiayainya, maka sang Ibu lah yang harus 
bertanggung jawab memberi penghidupan pada anaknya. Jadi tanggung jawab 




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara 
spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan istri yang telah dicerai. Pasal 
41 c dalam  Undang-Undang tersebut menjelaskan: “Pengadilan dapat 
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau 
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya”. Pembiayaan atau nafkah 
hidup juga diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 24 (2) Selama 
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berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, 
Pengadilan dapat:  
a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami  
b)  Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan 
anak  
c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang 
yang menjadi hak istri. 
Islam juga telah  menegaskan  bahwa  selama  perkawinan  berlangsung  
bahkan  sampai  terjadi  perceraian  yakni selama  istri  menjalani  masa  iddah  
suami  masih  mempunyai  kewajiban  yang  harus  dibayar  kepada  istrinya. 
Kewajiban  tersebut  dijelaskan  dalam  firman  Allah  Swt. Q.S.  At-Thalaq/65: 6. 
              
              
          
Terjemahnya: 
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) 
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.1 
Ayat di atas menyatakan : Tempatkanlah mereka, para istri yang dicerai 
itu, dimana kamu, wahai yang menceraikannya, bertempat tinggal. Kalau dahulu 
kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu 
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menurun atau sebaliknya maka tempatkanlah mereka di tempat menurut, yakni 
sesuai dengan,  kemampuan kamu sekarang dan janganlah sekali-kali kamu sangat 
menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan 
untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar 
atau meminta keluar. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah dicerai itu, sedang 
hamil, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang ba‟in 
(perceraian abadi) , maka berikanlah mereka nafkah mereka sepanjang masa 
kehamilan itu hingga mereka bersalin; jika mereka menyusukan anak untuk 
kamu, yakni  menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa 
nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka 
dalam melaksanakan tugas menyusukan itu; dan musyawarakanlah diantara kamu 
dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan 
musyawaraah yang baik sehingga hendaknya jika masing-masing mengalah dan 
menoleransi; dan jika kau saling menemukan kesulitan dalam hal penyusuan itu, 
misalnya bapak enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan 
lain pasti akan dan boleh menyusukan untuk bapaknya, baik melalui air susunya 
langsung maupun susu buatan. Karena itu jangan memaksa ibunya untuk 
menyusukan sang anak, kecuali bayi itu enggan menyusu di ibu kandungnya. 
Pengganti nama () hunna/ mereka perempuan pada kalimat ( ) 
askinuhunna/ Tempatkanlah mereka dipahami oleh mayoritas ulama menunjuk 
kepada semua wanita yang dicerai yang menjadi pembicaraan surah ini sejak 
ayatnya yang pertama. Dengan demikian, kata mereka mencakup semua yang 
dicerai, baik yang masih boleh rujuk, yang hamil, maupun perceraian ba‟in 
(abadi).1 
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Kata ( ) tudharruhunna, yakni kesulitan/ kesusahan yang berat. 
Ini bukan berarti kesulitan dan kesusahan yang sedikit atau ringan dapat 
ditoleransi. Tapi  Penggunaan kata tersebut lebih untuk mengisyaratkan bahwa 
wanita yang dicerai itu telah mengalami  kesulitan dengan perceraian itu sehingga 
bekas suami hendaknya tidak lagi menambah kesulitan dan kesusahannya karena 
itu berarti menyusahkannya dengan kesusahan yang berat. Bisa juga redaksi yang 
menggambarkan beratnya kesusahan itu tertuju kepada larangan bukan kepada apa 
yang dilarang sehingga ia berarti: “jangan sekali-kali menyusahkan wanita yang 
dicerai itu”. 
Kata: (     ) litudayyiqu alahinna/ untuk menyempitkan mereka 
bukan berarti bahwa kalau bukan untuk itu, menyusahkannya dapat dibenarkan. 
Ini hanya risalah menyangkut apa yang sering kali terjadi pada masa jahiliyah. 
Tetapi, al-Biqa‟i memahaminya sebagai isyarat bolehnya menjadikan mereka sulit 
atau kesal jika jika tujuannya untuk mendidik mereka. 
Kata (   ) wa‟tamiru adalah perintah bagi bapak dan ibu untuk 
memusyawarahkan persoalan anak mereka itu. Ini adalah salah satu dari dua ayat 
yang memerintahkan bermusyawarah dan dari empat ayat yang berbicara tentang 
musyawarah. Kalau yang telah bercerai saja diperintahkan untuk musyawarah, 
tentu saja hal tersebut lebih dianjurkan lagi kepada suami istri yang sedang 
menjalin hubungan kemesraan, dan tentu saja buat mereka bukan hanya dalam hal 
penyusuan anak, tetapi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan rumah 






Kata: (    ) fa saturdhi‟u lahu ukhra/ maka perempuan lain 
akan menyusukan untuknya memberi kesan kecaman kepada ibu karena dorongan 
keibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan. Di sisi lain, pengalihan gaya 
redaksi dari persona kedua (kamu) kegaya persona ketiga  mengesankan juga 
kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena 
tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, misalnya 
makanan bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan oleh ibu.
1
 
Penjelasan dari ayat diatas menurut penulis dapat disimpulkan bahwa, ayat 
ini memberikan jaminan agar terpenuhinya hak-hak istri setelah terjadinya 
perceraian oleh suami dalam hal ini thalaq raj‟i (boleh rujuk kembali) dan istri 
tidak nusyuz (ingkar kepada suami), hak-hak tersebut seperti tempat tinggal, 
pakaian, makanan, dan sebagainya. Suami juga dilarang untuk menimbulkan 
kesusahan/ kesulitan kepada mantan istri, jika menghadapi sebuah permasalahan 
dalam hal penyusuan anak (pengasuhan) maka mereka dituntut untuk 
menyelesaikan secara musyawarah sehingga bisa berakhir dengan kesepakatan 
damai dan tidak saling merugikan. 
Begitupun sebaliknya dalam ayat ini juga memberikan peringatan kepada 
istri untuk tidak menimbulkan kesulitan/ kesusahan kepada mantan suami, 
kesusahan yang dimaksud adalah permintaan mantan istri berupa nafkah hidup 
setelah perceraian yang terkadang melebihi ambang kewajaran sehingga 
menyusahkan suami, makanya itu dalam kebiasaan di Pengadilan Agama untuk 
menetapkan nafkah hidup yang harus diterima mantan istri setelah terjadi 
perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim menelusuri atau mengetahui strata 
sosial atau pekerjaan suami, jangan sampai Majelis Hakim keliru dalam 
menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh suami sehingga membebani 
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suami diluar batas kewajaran dan kepatutan. Jadi ayat tersebut merupakan salah 
satu landasan hukum/ landasan teori bagi Majelis Hakim dalam menetapkan 
nafkah hidup setelah terjadi perceraian.  
Ayat di atas tidak memberikan  ketentuan yang  jelas  dan pasti  mengenai 
berapa  besarnya ukuran nafkah seorang suami  kepada  istri  baik berupa batas 
maksimal  maupun minimal. Tidak  adanya ketentuan  yang  menjelaskan  berapa 
ukuran  nafkah yang pasti itu  justru menunjukkan  betapa   fleksibelnya  Islam 
dalam menetapkan  aturan  nafkah. 
al-Qurthubi  menyatakan bahwa ayat  ini  menjelaskan  suami  wajib 
memberi nafkah  istri  selama  masa  iddah  talak  raj‟i. Selanjutnya al-Qurthubi  
berpendapat bahwa ukuran nafkah  ditentukan  menurut  keadaan orang yang 
memberi nafkah, sedangkan kebutuhan  orang yang diberi nafkah  ditentukan  
menurut kebiasaan setempat. Al-Qurthubi menambahkan bahwa perintah untuk 
memberi nafkah tersebut ditujukan  kepada suami  bukan   terhadap  istri.1 
Kenyataan yang sering muncul di masyarakat, pemberian nafkah setelah 
terjadi perceraian bukanlah hal yang perlu untuk dirisaukan terutama dari pihak 
suami yang dibebankan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Mantan suami 
terkadang terkesan acuh melaksanakan putusan Pengadilan dan akhirnya mantan 
istri menjadi korban kelalaiannya. Padahal putusan Pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap mestinya dilaksanakan secara sukarela oleh 
seorang suami. Jadi meskipun seorang istri menang di persidangan tetapi tetap 
harus menunggu lama untuk mendapatkan haknya tersebut atau bahkan putusan 
tersebut hanya akan menjadi selembar kertas yang tidak ada artinya. 
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Keengganan mantan suami untuk memberikan nafkah setelah cerai  
disebabkan oleh faktor diantaranya ketidakharmonisan yang terjadi sebelum salah  
satu pihak mengajukan perceraian. Penyebab ini dinilai 40 hingga 50 persen. 
Selanjutnya faktor ekonomi dan krisis moral, dan akhlak juga turut andil dalam 
alasan keengganan memberikan nafkah kepada mantan istri oleh mantan suami di 
Gowa.  
Kasus perceraian di Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun mencapai 
ratusan laporan. Dari data yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa. Di 
tahun 2010 sebanyak 521 laporan perceraian, 551 di tahun 2011, tahun 2012 
sekitar 700 perkara perceraian, serta 705 perkara percerai yang terjadi hingga 
bulan Oktober 2013, jadi jika dirata-ratakan, hampir setiap hari ada dua pasangan 
di Gowa yang bercerai dan kebanyakan pasangan bercerai Pengadilan Agama 
Sungguminasa berusia antara 24-30 tahun. 
Meningkatnya kasus perceraian di tengah masyarakat harus menjadi 
kecemasan seluruh pihak. Masalahnya, perceraian sangat berdampak pada kondisi 
sosial dan bahkan masa depan bangsa dan yang seringkali diabaikan adalah 
bagaimana anak-anak dari pasangan bercerai menjalani kehidupannya dan 
bagaimana masa depannya. 
Alasan-alasan perceraian tersebut kemudian menimbulkan permasalahan 
yang terus berlanjut meskipun perceraian itu telah diputus oleh Pengadilan. Pihak 
istri sering mengalami kerugian dibanding mantan suami. Putusan Pengadilan 
yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah hidup terhadap 
mantan istri sering diabaikan sehingga menambah penderitaan sang istri terlebih 






Kejadian-kejadian tersebut juga sering terjadi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa sehingga atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan 
di atas, maka judul yang penulis pilih adalah “IMPLEMENTASI HUKUM 
TERHADAP NAFKAH HIDUP AKIBAT  PERCERAIAN MENURUT 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974” (Studi Kasus Pengadilan 
Agama Sungguminasa). 
B. Fokus Penelitian 
Penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai hukum yang 
mengatur nafkah hidup setelah perceraian serta bagaimana implementasinya di 
Pengadilan Agama Sungguminasa. 
C. Rumusan Masalah  
Untuk menghindari pembahasan yang mengambang, terlebih dahulu 
penulis menetapkan rumusan masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimana Hukum terhadap Nafkah Hidup Akibat Perceraian menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? 
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap 
Nafkah Hidup Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa? 
D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran penulis tentang kajian pustaka yang berkaitan 
dengan judul skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang hampir sama 
dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut: 
1. Muhammad Musa tahun 2006 dengan penelitian berjudul “Nafkah Setelah 




2005”. Pokok masalah yang diangkat dari judul tersebut ialah bagaimana 
prosedur Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara cerai 
telak, cerai gugat, hingga nafkah setelah perceraian serta pertimbangannya 
dalam menentukan nafkah tersebut. 
2. Nafkah Istri Pasca Perceraian (Telaah Putusan Pengadilan Agama No. 
191/Pdt.G/2008/PA. Mlg) yang ditulis oleh Sri Hidayati Fakultas Syari‟ah 
Uin Malang tahun 2004, dalam penelitian ini dipaparkan mengenai suami 
masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah terutama kepada mantan 
istri setelah dicerai hal ini sesuai dengan aturan hukum islam bahwa 
nafkah yang diberikan berupa nafkah iddah. 
3. Faisal Rahman Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 
dengan judul skripsi “Realisasi Pemberian Nafkah Istri Dalam Masa Iddah 
Akibat Perceraian. Dalam skripsi ini membahas tentang sebarapa banyak 
suami yang merealisasikan pemberian nafkah istri dalam masa iddah, dan 
eksistensi dari Pengadilan Agama dalam hal pemberian nafkah terhadap 
mantan istri. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, yang membedakan antara 
skripsi tersebut dengan skripsi penulis sekarang, adalah bahwa penulis 
membahas tentang Implementasi Hukum terhadap Nafkah Hidup Akibat 
Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus 
Pengadilan Agama Sungguminasa). Jadi perbedaannya adalah selain lokasi 
penelitian yang berbeda penulis juga lebih menekankan pembahasan penelitian 
mengenai implementasi hukum dalam hal ini hukum pemberian nafkah hidup 
akibat terjadinya perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang 




E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan 
dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan 
penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut : 
1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hukum terhadap Nafkah Hidup 
Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
2. Untuk Menganalisis Implementasi Hukum terhadap Nafkah Hidup Akibat 
Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa 
dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang 
pengaturan pemberian nafkah hidup bagi mantan istri akibat perceraian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata 
pada khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pemberian nafkah 
hidup bagi mantan istri akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang 












A. Nafkah Hidup Akibat Perceraian  
Nafkah secara etimologi berasal dari ” “ yang berarti belanja, 
kebutuhan pokok dan juga berarti biaya atau pun pengeluaran uang,
1 
sekilas bisa 
dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi 
manusia. 
Hukum Islam membagi nafkah menjadi dua macam Pertama: nafkah 
untuk dirinya sendiri yakni  kewajiban seorang manusia untuk memikul beban 
tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk 
kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. Kedua: nafkah untuk orang di luar 
diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak, istri, orang tuanya dan berbagai macam 
tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.
2 
Ikatan antara anak dengan orang tua tetap ada karena tidak ada istilah 
bekas/ mantan anak atau mantan bapak, berbeda dengan hubungan antara suami 
dan istri ikatan mereka suatu saat dapat dipisahkan atau terputus, namun selama 
istri menjalani masa iddah karena perceraian, maka suami masih memiliki 
kewajiban untuk memberikan nafkah secara lahir, adapun nafkah tersebut sebagai 
berikut: 
1. Nafkah Iddah 
Istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena 
ditalaq atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang 
harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah 
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Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah dicerai untuk 
melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya. 
Kata iddah berasal dari kata  yang berarti menghitung. Jadi dapat 
dipahami bahwa iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani 
seorang perempuan sejak ia berpisah baik disebabkan karena talak maupun karena 
suaminya meninggal dunia. Dalam hal iddah ini wanita (istri) tidak boleh kawin 
dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya.1 
Adapun unsur-unsur yang dapat diambil dari pengertian iddah di atas 
yaitu: 
a. Suatu tenggang waktu tertentu. 
b. Wajib dijalani si bekas istri. 
c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya. 
d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah. 
Iddah adalah tenggang waktu dimana wanita yang bersangkutan tidak 
boleh kawin bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan 
untuk menentukan nasab dari kandungannya itu bila ia hamil. Dan juga sebagai 
masa berkabung bila suaminya meninggal dunia dan untuk menentukan masa 
rujuk bagi suami bila talak itu berupa talak raj‟I.2 
Pasal yang berhubungan dengan masalah iddah itu sendiri yaitu Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975, dengan pengertian iddah adalah masa tenggang waktu atau tunggu 
sesudah jatuhnnya talak. Di dalam waktu iddah itu bekas suami diperbolehkan 
untuk merujuk kepada bekas istrinya. Atas dasar inilah si istri tidak diperbolehkan 
melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.
 
Namun dalam menjalani 
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masa iddah ada hak yang dapat dituntut oleh istri yaitu pemberian nafkah iddah 
sesuai waktu tunggu yang sedang dijalani istri karena ada beberapa macam waktu 
tunggu bagi seorang istri.1 
Mengenai macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut perundang-
undangan hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah 
memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang 
dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-
Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang 
diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh 
aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam. 
Secara spesifik maka macam-macam iddah itu antara lain ialah : 
a. Iddah perempuan yang haid 
Perempuan yang haid maka iddahnya tiga kali quru'.  Wajib iddah bagi 
istri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Istri yang telah 
dicerai dalam keadaan masih haid harus menjalani iddah (waktu tunggu) selama 3 
(tiga) kali suci dan bila diharikan minimal 90 (sembilan puluh) hari.
2
 
b. Iddah istri yang tidak berhaid  
Istri yang tidak berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati 
oleh suaminya maka mereka (istri) beriddah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku 
buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak 
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berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid 
akan tetapi putus haidnya.
1
 
c. Iddah istri yang telah disetubuhi  
Iddah istri yang telah disetubuhi masih haid dan adakalanya tidak berhaid 
lagi. Masa iddah yang masih haid adalah selama 3 kali quru‟. 
d. Iddah perempuan hamil 
Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang antara janda tersebut 
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
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e. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia 
Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak 
hamil maka lama iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. 
2. Mut’ah (pemberian) 
Mut‟ah atau pemberian untuk penghibur dari seorang suami kepada istri 
yang telah diceraikan itu diwajibkan, jika istri yang diceraikan itu belum 
disetubuhi, jika sudah disetubuhi maka pemberian itu hukumnya sunnah, 
pemberian itu diberikan untuk menghilangkan perasaan dendam antara mereka
.3 
Secara detail jumlah wanita yang pernah disetubuhi lebih banyak daripada yang 
sempat disetubuhi. Beban dan permasalahan yang harus dihadapi wanita yang 
diceraikan dalam status pernah disetubuhi untuk membina kembali rumah tangga, 
jelas lebih berat daripada wanita yang belum sempat disentuh. 
Perceraian atas kehendak istri maka itu tidak diwajibkan suami 
memberikan Mut‟ah. Banyaknya pemberian itu didasarkan pada kemampuan sang 
suami dan berdasarkan asas kepatutan. Namun di Pengadilan Agama wanita atau 
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istri bisa tidak mendapatkan mut‟ah karena Hakim mempunyai kewenangan untuk 
menentukan dapat tidaknya seorang istri mendapatkan nafkah mut‟ah jika dilihat 
dari sisi kemampuan sang suami tersebut. 
3. Hadhanah  
Kebanyakan orang (para orang tua atau suami istri) memang sudah 
mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya 
merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru 
melaksanakan pemeliharaan anak tersebut. Sehingga ada yang hanya 
mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi kebutuhan materi 
anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan 
pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap 
perkembangan mentalnya dan pemberian kasih sayang baginya. Kekeliruan 
tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti 
dan pengertian hadhanah, serta kewajiban yang ada padanya. 
Kata  hadhanah, menurut bahasa berasal dari perkataan “al hidlnu” yang 
berarti “rusuk”. Kemudian perkataan hadhanah dipakai sebagai istilah dengan arti 
“pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong 
anaknya, sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.1
 
Maksudnya adalah 
merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan 
kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.2 
Sehingga yang dimaksud dengan hadhanah adalah membekali anak secara 
material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri 
sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Dalam 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan 
anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban 
orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini 
disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya”. 
Pemeliharaan anak dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa: 
a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang 
semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. 
b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan 
nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai 
batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.1 
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan hadhanah 
adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan 
mampu berdiri sendiri. Dari pengertian hadhanah tersebut telah dapat dipahami 
bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu 
saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan 
maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan 
dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun 
rohaninya. 
Untuk itu dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perceraian, maka 
hadhanah terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak untuk 
menangani masalah hadhanah selama ibunya belum menikah dengan orang 
lain. 
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b. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. 
Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk 
memilih antara ikut bapak atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah 
mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi. 
Tugas mengasuh anak lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu 
mumayyiz.1 Karena ibu lebih cenderung sabar, lebih penyantun, dan lebih 
penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya ,2 selama ibunya tidak menikah dengan 
laki-laki lain karena ditakutkan akan berkurang rasa kasih sayang terhadap 
anaknya. 
Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhanah tidak 
ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk 
berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu 
dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan 
perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa 
hadhanahnya sudah habis atau selesai.3 
Perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri 
sendiri) dan batasan usia tamyiz. Untuk mengukur kedewasaan seseorang sangat 
susah karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta 
usia tamyiz semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan 
standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti 
pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya. 
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4. Ukuran Nafkah 
Islam memberikan kemudahan dalam menentukan kadar nafkah dari sisi 
kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi 
nafkah secara riil. Diakui bahwa memang di kalangan para ulama terjadi 
perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara 
orang-perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis 
kebutuhan nafkah misalnya. Sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang 
dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan, sandang dan 
tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud 
kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang 
dan papan / tempat tinggal.1 
Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu 
dibatas dengan keadaan syara' sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik 
berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun 
minimalnya. Namun demikian Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan 
batasan-batasan kewajiban nafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, 
kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar. Sedang Imam Ahmad berpendapat 
bahwa nafkah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, 
dan ini sesuai dengan kemampuan suami. 
Meskipun demikian masyarakat muslim lebih arif dan bijaksana, persepsi 
mereka tentang nafkah tidak lain adalah meliputi makanan-minuman (pangan), 
pakaian dan perhiasan (sandang) dan juga tempat tinggal yang layak huni. Kecuali 
bagi yang benar-benar tidak mampu, barangkali pangan itulah yang mereka 
sediakan. 
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Kadar nafkah dalam hal ini adalah nafkah bagi mantan istri, al-Qur'an 
tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarahan/ 
anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan 
suaminya dengan ukuran yang patut sesuai dengan kemampuannya. Dengan 
demikian jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan 
kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya.  
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian 
Perceraian pada umumnya di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan 
sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan adanya ketentuan 
bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan, maka ketentuan ini 
berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum 
Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan 
Pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan 
kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan 
ini. 
Perceraian yang sah menurut hukum perkawinan adalah perceraian yang 
dilakukan di Pengadilan. Untuk melakukan perceraian maka pihak yang 
bersangkutan harus benar-benar mempunyai pertimbangan yang matang. 
Perceraian yang terjadi tentu saja akan menimbulkan dampak kepada kedua belah 
pihak. Oleh karena itu yang harus diperhatikan bagi pihak yang ingin bercerai 
adalah: 
1. Alasan-alasan Perceraian 
Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu 
tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena 




1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yaitu : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk 
disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 
berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri. 
e. Salah satu pihak pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lainnya. 
f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
Alasan-alasan tersebut berlaku untuk segala perceraian baik cerai talak 
maupun cerai gugat, disamping 6 (enam) hal tersebut khusus perceraian yang 
terjadi dilingkungan Peradilan Agama ditambah 2 (dua) hal sehingga menjadi 8 
(delapan) sebagaimana diatur di Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu : 
g. Suami melanggar janji taklik talak 
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 
dalam rumah tangga. 
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga 






c. Keputusan Pengadilan 
2. Akibat percerian 
Disadari atau tidak suatu perceraian akan membawa akibat yang tidak 
menyenangkan bahkan cenderung merugikan terhadap semua pihak, terutama 
anak-anak.  Perceraian dapat berakibat terhadap 3 hal, yaitu : timbulnya hubungan 
antara suami-istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, timbulnya hubungan 
antara orang tua dan anak:1 
a. Akibat perceraian terhadap suami istri  
Terjadinya perceraian maka hubungan suami istri menjadi putus, baik itu 
cerai mati atau cerai hidup. Dalam hal perkawinan putus karena talak, ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu merupakan suatu kewajiban baginya, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut : 
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
1) Memberikan mut`ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;  
2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam 
keadaan tidak hamil; 
3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila 
qobla al dukhul; 
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun.” 
 
 
                                                          
1
Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas 





b. Akibat perceraian terhadap anak  
Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan 
yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara 
timbal balik. Kewajiban orang tua diatur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa : 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-
baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya 
kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. 
2) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, 
berada dibawah kekuasan kedua orang tuanya, selama mereka tidak 
dicabut kekuasannya. 
3) Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar Pengadilan. 
4) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-
barang yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau 
belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak itu 
menghendaki. 
5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut terhadap 
seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, 
keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah 
dewasa atau pejabat yang berwenang. 
Perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami 
istri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. 
Masalahnya tidak akan sesederhana itu bagi anak apabila perpisahan kedua 
orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia, dimana si anak jelas 




Demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggung jawab orang 
tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut dengan tegas telah 
dijelaskan didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya a 
dan b, yaitu : 
a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. 
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 
yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul kewajiban tersebut. 
Pasal tersebut memberikan suatu pengertian bahwa adanya keseimbangan 
tanggung jawab antara bapak dan ibu, artinya meskipun di pihak ibu terletak 
tanggung jawab pemeliharaan namun dipihak bapak terletak tanggung jawab 
semua biaya yang diperlukannya. Akan tetapi bisa saja terjadi kedua tanggung 
jawab itu berada di pihak bapak, atau bahkan sebaliknya, kedua tanggung jawab 
itu berada di pihak ibu dalam hal kenyataannya bapak tidak mampu untuk 
memberikan biaya yang diperlukan oleh anak hingga dewasa. 
c.  Akibat perceraian terhadap harta bersama 
Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dijelaskan sebagai berikut :  
1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; 
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah 




Apabila terjadi perceraian mengenai harta bersama penyelesaiannya diatur 
di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, “Bila 
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum 
masing-masing”. 
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A.  Jenis Penelitian dan Lokasi dan Waktu penelitian 
Penelitian ini menggunakan  jenis field research kualitatif,  penelitian 
dilaksanakan di kota Sungguminasa, dalam hal ini Pengadilan Agama 
Sungguminasa, pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan 
bahwa institusi tersebut merupakan Instansi yang berkompeten dan berwenang 
untuk melaksanakan penetapan pemberian nafkah terhadap mantan istri serta 
menyimpan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus 
kajian pendekatan Yuridis Sosiologis (Sociologys Legal Research). Secara yuridis 
dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan nafkah 
hidup akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan 
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan 
hukum. 
C.  Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian 
yaitu, Pengadilan Agama Sungguminasa. Sumber data primer ini adalah 




menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang 
didapat langsung dari lokasi penelitian. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-
undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli, serta sumber 
lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 
D.  Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan  ini, diperlukan data yang cukup sebagai 
bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah 
Hakim atau pihak lain yang berkompeten pada Pengadilan Agama 
Sungguminsana. 
2. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. 
E. Instrument Penelitian 
Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan skripsi 
ini, penyusun menggunakan alat tulis (buku dan pulpen) selama wawancara 
dengan Hakim maupun pihak yang terkait mengenai judul yang penyusun angkat 






F. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian ini, baik 
melalui penelitian lapangan maupun melalui penelitian pustaka, maka digunakan 
analisi kualitatif yang kemudian dideskripsikan secara sistematis agar isi tulisan 

























PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Lokasi Penelitian 
Kabupaten gowa merupakan salah satu kabupaten terluas dan terbanyak 
jumlah populasi penduduknya dalam wilayah Sulawesi selatan yang hingga saat 
ini Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki yurisdiksi meliputi 18 kecamatan 
dan 168 kelurahan. 
Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan 
pelayan hukum masyarakat yang secara kuantitas berjumlah 46 orang yang terdiri 
dari : 
1. Hakim berjumlah 9 orang 
2. Penitera pengganti berjumlah 22 orang 
3. Jurusita/ jurusita pengganti berjumlah 8 orang 
4. Pejabat structural berjumlah 4 orang 
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Kompetensi pengadilan agama diatur dalam pasal 49 undang-undang 
nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama yang telah diubah dengan undang-
undang nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang 
yang beragama islam di bidang:  
1. Perkawinan;  
2. Kewarisan;  






9. Ekonomi syariah 
Hj. St. Bachrah, BA 
Rahmatiah SH 
M. Sidik Tawakkal SH 
Drs. H. S. Ahmad Abbas 
Mukarramah S., SH 
Hasbiah SH 
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Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang 
nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama melengkapi kompetensi 
pengadilan agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantanya: 
1. Pengangkatan anak 
2. Zakat, infaq 
3. Ekonomi syariah 
Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk 
memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat kabupaten 
Gowa yang mayoritas beragama Islam. Pengadilan agama sungguminasa dengan 
kekuatan tersebut ingin mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang 
bermuara pada cita-cita Negara yakni Negara Hukum  (rechtstaats). 
Adapun visi dan misi pengadilan agama sungguminasa yaitu: 
Visi pengadilan agama sungguminasa adalah sebagai berikut: 
TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA YANG 
BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESSIONAL DALAM PENEGAKAN 
HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI HUKUM. 
Misi pengadilan agama sungguminasa yakni: 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan; 
3. Meningkatkan pengawasan yang terencara dan efektif; 
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; 
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan; 





B. Hukum Pemberian Nafkah Hidup Akibat Perceraian menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Imam asy-Syafi‟i, menyatakan diwajibkan untuk setiap istri yang 
diceraikan, diberikan nafkah jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, 
fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi‟i memberikan 
pengecualian bagi istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum 
digauli, jumhur ulama juga memegangi pendapat ini.1 
Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan Nafkah hanya 
dianjurkan dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan 
maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan 
maskawin telah ditentukan.2 
Adapun nafkah hidup dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku 
di Pengadilan, diatur dalam perundang-undangan yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1):  
“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. 
 
2. KHI (Kompilasi Hukum Islam) 
Pasal 80 ayat (4): sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 
 
 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 
b. Biaya rumah tangga, biaya perwatan dan biaya pengobatan bagi istri dan 
anak 
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c. Biaya pendidikan bagi anak 
Pasal 81 ayat (1):” 
Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya 
atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. 
Pasal 81 ayat (2):  
“Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam 
ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. 
Pasal 82 ayat (1):  
Bagi suami yang berpoligami: suami yang punya istri lebih dari seorang 
berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-
masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang 
ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. 
3. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.  
Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Th 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI (Kompilasi 
Hukum Islam):“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing 
dapat mengajukan ke Pengadilan Agama”. 
4.  Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan istrinya akibat 
perceraian. 
Hukum positif di Indonesia telah mengatur beberapa pasal yang berkaitan 
dengan pemberian nafkah hidup akibat perceraian kepada istri diantanya: 
a.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c):  
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. 
 
b. KHI pasal 149: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 
wajib: 
1) Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 
atau benda kecuali istri tersebut qobla dukhul. 
2)  Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan 
tidak hamil. 





4) Memberi biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 
tahun. 
c. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 
Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 ayat : 
1)  Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil,maka ia 
wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan 
anak-anaknya. 
2) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah 
1/3 untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 1/3untuk bekas istrinya 
dan 1/3 untuk anak-anaknya. 
3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus 
disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah 
setengah dari gajinya. 
 
Undang-Undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan istri 
saat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan istri setelah perceraian 
juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan 
seorang suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya saat iddah setelah 
diceraikan. 
Undang-Undang telah mengakomodir aturan yang berkaitan dengan rumah 
tangga dan melegistimasinya sebagai perlindungan perempuan seperti 
mengharuskan suami untuk memenuhi hak-hak istri yang diceraikannya serta 
menjaga hak-hak anak dalam hal pemberian biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk 
dapat menjalani kehidupannya dengan baik. 
Selain pemberian kepada mantan istri berupa nafkah iddah, mantan suami 
juga terkadang dibebankan nafkah Mut‟ah. Pengertian mut‟ah menurut bahasa 




istri yang diceraikannya selain maskawin, untuk menghibur dirinya, dan sebagai 
ganti dari pedihnya perceraian.3 
Mut‟ah sendiri adalah berupa pemberian yang bisa menyenangkan 
siwanita seperti kain, pakaian, nafkah, pelayan dan sebagainya.4 
Setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut‟ah (pemberian). 
Pemberian mut‟ah kepada istri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus 
disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri yaitu orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya 
(pula). 
Nafkah yang tak kalah pentingnya adalah pembiayaan terhadap anak 
(hadhanah). Pembiayaan ini merupakan kewajiban sang bapak kepada anak-
anaknya sebagai bentuk pertanggung jawabannya sampai anak tersebut mampu 
berdiri sendiri. 
C. Implementasi Hukum terhadap Nafkah Hidup Akibat Perceraian menurut 
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor: 
305/Pdt.G/2012/PA.Sgm)  
Untuk menentukan bagaimana implementasi hukum berkaitan dengan 
nafkah hidup akibat perceraian maka penulis mengambil studi kasus di Pengadilan 
Agama Sungguminasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan 
nomor register perkara: 305/Pdt.G/2012/ PA. Sgm. Dengan para pihak : 
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Pemohon/ tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 
SMA, pekerjaan karyawan kontraktor minyak, bertempat kediaman di kabupaten 
Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Rifai, SH. pekerjaan 
Advokat, beralamat kantor di Jalan Dg. Tata I Kompleks Hartaco Blok III Timur, 
Nomor 1, RT.001, RW.003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, 
Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2012 yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 6 Juli 
2012 dengan nomor register 45/SK/VII/PA.Sgm. selanjutnya disebut sebagai 
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; 
Melawan 
Termohon/ penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 
SMP, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai 
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.  
1. Duduk Perkara Kasus Nomor: 305/Pdt.G/2012/PA.Sgm.  
Salah satu perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama 
Sungguminasa adalah perkara Register Nomor 305/Pdt.G/2012/PA.Sgm. adalah 
merupakan perkara permohonan cerai talak berupa konvensi, Nafkah Iddah dan 
Mut‟ah istri serta hadhanah menjadi rekonvensinya. Juanda bin Madiong yang 
pekerjaanya sebagai kontraktor minyak adalah suami yang mengajukan 
permohonan cerai talak terhadap istrinya Hawaniyah binti Bado. 
Majelis Hakim memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak 
suami, dan telah terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian dan ternyata 




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, 
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo Pasal 70 
Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. 
Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonvensi istri dengan membebankan 
suami untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut‟ah istri setelah bercerai selama 
iddah sebagai konvensasi akibat adanya perceraian.5 
Istri dalam perkara ini berkeberatan untuk dicerai, tetapi suami tetap 
berniat untuk bercerai dengan alasan sang istri nusyuz (ingkar terhadap suami). 
Suatu ketika sang istri ingin masuk arisan dan meminta izin kepada sang suami 
namun dilarang. Setelah lama berjalan akhirnya sang suami mengetahui bahwa 
istrinya tetap ikut arisan tersebut, karena merasa tidak didengar oleh istrinya 
akhirnya sang suami ingin bercerai. Sang istri mengikuti arisan dengan tujuan 
uang arisan tersebut untuk keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anaknya, 
namun sang suami tetap ingin bercerai sehingga istri menuntut agar hak-haknya 
berupa Nafkah Iddah dan Mut‟ah setelah bercerai dipenuhi. Pada perkara ini tidak 
mungkin perkara konvensi dan rekonvensi diputus sendiri-sendiri, tetapi 
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2. Amar Putusan 
Setelah pembacaan surat permohonan cerai talak kemudian jawaban 
termohon yang di dalamnya ada gugatan Nafkah Iddah, Mut‟ah dan hadhanah 
yang diajukan oleh termohon (penggugat rekonvensi).6 
Adapun amar putusannya sebagai berikut: 
MENGADILI ; 
Perkara  Nomor 305/Pdt.G/2012/PA.Sgm. di Pengadilan Agama 
Sungguminasa tanggal 10 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 
Muharram 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 
Dalam Konvensi: 
a. Mengabulkan permohonan pemohon. 
b. Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj‟I terhadap termohon 
di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Dalam Rekonvensi: 
a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 
b. Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 27.000.000.00 
(dua puluh tujuh juta rupiah). 
c. Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000.00 
(empat juta lima ratus ribu rupiah). 
d. Menghukum tergugat membayar mut‟ah sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta 
rupiah). 
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e. Menghukum tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak penggugat dan 
tergugat yang berada dibawah pemeliharaan penggugat sejumlah                   
Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa 
dan dapat berdiri sendiri. 
Menyatakan obyek sengketa berupa ; 
a. Sebidang tanah seluas 200 M² yang terletak di Dusun Pancana, Desa 
Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas 
sebagai berikut ; 
1) Sebelah utara dengan tanah milik Maliang Dg. Nai 
2) Sebelah timur dengan tanah milik Maliang Dg. Nai 
3) Sebelah selatan dengan tanah milik Maliang Dg. Nai 
4) Sebelah barat dengan jalanan ; adalah mahar penggugat. 
Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya 
untuk menyerahkan kepada penggugat yaitu mahar penggugat yang telah 
ditetapkan dalam amar point kedua diatas dalam keadaan kosong dan sempurna. 
b. Sebuah rumah permanen diatas tanah yang dibangun diatas tanah seluas 200 
M² yang merupakan mahar penggugat terletak di Dusun Pancana, Desa 
Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas 
sebagai berikut ; 
1) Sebelah utara dengan tanah milik Maliang Dg. Nai 
2) Sebelah timur dengan tanah milik Maliang Dg. Nai 
3) Sebelah selatan dengan tanah milik Maliang Dg. Nai 




c.  Sebidang tanah kering seluas 500 M² dengan persil No,28 S II, Kohir 36 dibeli 
pada tahun 2006 yang terletak di Dusun Jatia, Desa Julukanaya, Kecamatan 
Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut; 
1) Sebelah utara dengan jalanan 
2) Sebelah timur dengan tanah milik Manco bin Padda 
3) Sebelah selatan dengan tanah milik Rahmatullah bin Bado 
4) Sebelah barat dengan tanah milik Abd. Wahid Bangkasi. 
d. Sebidang tanah /sawah seluas 3000 M² dengan persil No. 22 S, Kohir No. 118 
C1, dibeli pada tahun 2003, yang terletak di Dusun Tabbanga, Desa 
Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas 
sebagai berikut ; 
1) Sebelah utara dengan tanah milik Ismail Ruppa 
2) Sebelah timur dengan tanah milik Mantasia binti Boli 
3) Sebelah selatan dengan tanah milik Mardiana binti Baking 
4) Sebelah barat dengan tanah milik Nuri bin Caggoe. 
e. Sebidang tanah /sawah seluas 1000 M² dengan persil No.22 S Kohir No. 232 
dibeli pada tahun 2010 yang terletak di Dusun Tabbanga, Desa Julukanaya, 
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut; 
1) Sebelah utara dengan tanah milik Rahimi binti Sahaban 
2) Sebelah timur dengan tanah milik Mainna Songgeng 
3) Sebelah selatan dengan tanah milik Tali Kawali 




f. Sebidang tanah/sawah seluas 1600 M² dengan persil No. 17 Kohir No. 258 C1 
dibeli pada tahun 2006 yang terletak di Dusun Pancana, Desa Julukanaya, 
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut; 
1) Sebelah utara dengan tanah milik Minasa binti Bakka 
2) Sebelah timur dengan tanah milik Rumallang 
3) Sebelah selatan dengan tanah milik Juanda bin Maliang 
4) Sebelah barat dengan tanah milik Lahuddin bin Cama. 
g.  Sebidang tanah/sawah seluas 1300 M² dengan persil No.16 Kohir No. 497 
dibeli pada tahun 2005 yang terletak di Dusun Pancana, Desa Julukanaya, 
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut; 
1) Sebelah utara dengan tanah milik Juanda bin Maliang 
2) Sebelah timur dengan tanah milik Hawaniah 
3) Sebelah selatan dengan tanah milik Apasa bin Madong 
4) Sebelah barat dengan tanah milik Pallagu bin Gau 
h. Sebidang tanah seluas 500 M² dengan persil No.17 Kohir No.422 C1 dibeli 
pada tahun 2000 yang terletak di Dusun Pancana, Desa Julukanaya, Kecamatan 
Pallangga, Kabupaten Gowa terdiri dari; 
1) Dengan luas tanah sebelah utara 37.50 m, sebelah selatan 29.30 m, sebelah 
barat 8 m+14.70 m, sebelah timur 12.50 m. 
2) Dengan luas tanah sebelah utara 4,80 m, sebelah selatan 13.30 m, sebelah 






a) Sebelah utara dengan tanah milik Muhammad bin Bakka 
b) Sebelah timur dengan tanah milik Baso Pallagu 
c) Sebelah selatan dengan tanah milik Juanda 
d) Sebelah barat dengan tanah milik Minasa Bakka 
Harta Bergerak : 
a. 1 unit motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DD 4916 dibeli pada tahun 
2002. 
b. 1 unit motor matic Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DD 4976 BW dibeli pada 
tahun 2012. 
c. 1 buah kulkas merk Polytron dibeli tahun 2003 
d. 1 buah mesin cuci dibeli pada tahun 2007 
e. 1 buah rak replay 5 susun 
f. 1 set kursi dua tiga empat 
g.  1 buah DVD merk Unisat 
h.  1 unit pabrik penggilingan padi Eho 25 mesin Pon Ven 
i. 1 buah lemari oshin 
j.  1 set ranjang spring bed 
k. 1 set meja makan 
l.  1 buah lemari pakaian 3 pintu 







1) Adalah harta bersama penggugat dan tergugat. 
2) Menetapkan bagian penggugat dan tergugat masing-masing mendapat 
seperdua dari harta bersama tersebut. 
3) Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya 
untuk menyerahkan kepada penggugat sebagian dari harta bersama yang 
ditetapkan dalam amar point 2 sampai dengan poin 8 untuk harta tidak 
bergerak dan dalam point 1 sampai dengan point 13 untuk harta bergerak, 
dalam keadaan kosong dan sempurna. 
4) Menyatakan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara 
natural (riil), maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum 
dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan hasil 
penjualan dibagi dua, seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk 
tergugat. 
5) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
Membebankan pemohon konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar 
biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 
3. Pertimbangan Hukum 
Pemohon dalam perkara ini mengajukan dalil-dalil permohonannya pada 
pokoknya menyatakan agar diberi izin untuk menceraikan termohon, dengan 
alasan karena kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering 
diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kemudian dalil-dalil 




dianggap telah nusyuz kepada pemohon. Akan tetapi termohon dalam jawabannya 
menolak dalil-dalil pemohon. 
Permohonan ijin ikrar talak ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan 
pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (2) 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , jo pasal 76 (1) Undang-Undang No. 
50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama maka alasan perceraian antara Juanda bin Madiong 
dengan Hawaniyah binti Bado dinyatakan diterima oleh Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
Keterangan saksi-saksi juga telah menguatkan dalil permohonan pemohon, 
yang menyatakan kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering 
diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Akibatnya 
terjadi pisah rumah di antara mereka selama 18 bulan ( satu tahun enam bulan), 
sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun telah 
kehilangan fungsi, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi saling 
memenuhi hak dan kewjiban masing-masing pihak terhadap lainnya. Keterangan 
saksi diterima oleh Majelis Hakim. 
Akibat adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka 
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan) dan tujuan perkawinan untuk membentuk 




setelah melihat, menimbang dan memeriksa perkara ini Majelis Hakim 
berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah benar-benar 
pecah dan sulit diharapkan untuk rukun kembali, karenanya Majelis Hakim 
berkesimpulan sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada pemohon 
untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon, dan karenanya pula maka 
permohonan pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf f 
Kompilasi Hukum Islam. 
Putusan dengan Nomor: 305/Pdt.G/2012/PA. Sgm, yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap ini, penulis hanya akan membahas lebih jauh tentang 
Nafkah hidup terhadap mantan istri yaitu berupa Nafkah Iddah dan Mut‟ah saja 
serta biaya penghidupan terhadap anak (hadhanah). 
Istri dalam gugatannya mengajukan gugatan Nafkah Iddah dan Mut‟ah 
dengan jumlah yang cukup besar sementara pemohon konvensi (suami) tidak 
sanggup memenuhi gugatan yang diajukan istri sehingga tidak terjadi perdamaian. 
Majelis Hakim berusaha agar mengenai bentuk dan jumlah Nafkah Iddah dan 
Mut‟ah tersebut ada perdamaian yaitu dengan menanyakan dan mengarahkan 
kedua belah pihak mengenai Nafkah Iddah dan Mut‟ah. Tujuannya adalah agar 
jumlah yang dibebankan kepada suami akan lebih adil jumlahnya karena para 
pihaklah yang sebenarnya lebih mengetahui kondisi masing-masing pihak 
tersebut.7 
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Majelis Hakim dalam perkara ini menimbang bahwa yang menjadi 
permintaan termohon/ penggugat rekonvensi (istri), dalam rekonvensinya yaitu: 
a. Nafkah Mut‟ah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak dapat 
dipenuhi oleh Majelis Hakim berdasarkan hak ex officio (kewenangan Hakim), 
namun karena sang suami yang ingin melakukan perceraian maka sang suami 
harus menanggung Nafkah Mut‟ah sesuai ketetapan Majelis Hakim 
berdasarkan kewajaran dan kepatutan yaitu sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta 
rupiah). 
b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ditolak oleh 
Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa suami/ Pemohon dapat rujuk 
kembali tanpa melakukan pernikahan ulang selama masa iddah, jadi selama 
sang istri/ penggugat menjalani masa iddahnya yaitu selama 3 bulan atau 90 
hari, maka majelis menetapkan nafkah iddahnya berdasarkan hak ex officio 
sebesar Rp. 50.000, perhari dikali 90 hari = Rp. 4.500.000.8 
c. Permohonan hadhanah/ biaya pengasuhan anak yang diminta oleh istri sebesar 
Rp. 4.000.000., (Empat Juta Rupiah) untuk 2 orang anaknya dianggap oleh 
Majelis Hakim terlalu besar sedangkan suami hanya karyawan swasta di 
Kalimantan tempatnya bekerja, sehingga mejelis Hakim hanya 
mengabulkannya sebesar Rp. 2.000.000., (Dua Juta Rupiah) perbulan sampai si 
anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. 
Perkara permohonan cerai talak ini dikabulkan dan putusannya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pengadilan Agama telah mengadakan 
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sidang penyaksian ikrar talak, sejak itulah perceraian terjadi dan ikatan 
perkawinan antara suami istri menjadi putus. Pada waktu sidang ikrar talak, suami 
masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka Hakim meminta 
pendapat istri, dan istri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya 
belum diterima, maka ikrar dilaksanakan dengan adanya kesepakatan perdamaian 
mengenai pembayaran Nafkah Iddah dan Mut‟ah serta biaya Hadhanah. Apabila 
ada pihak yang tidak mau mentaati isi putusan, maka pihak yang dirugikan dapat 
memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama.  
4. Pelaksanaan dan Upaya Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap 
Putusan No.305/Pdt.G/2012/PA.Sgm.  
Tujuan utama seseorang melakukan perceraian di Pengadilan adalah untuk 
menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, putusan Pengadilan tersebut harus 
dilaksanakan jika putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van 
gewijsde). Sebenarnya keputusan Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang 
tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah istri tergantung dari bekas istri 
itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau 
tidak. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang bertujuan untuk 
menjamin kepastian pembayaran Nafkah Iddah dan Mut‟ah yang merupakan hak-
hak istri setelah bercerai diantaranya:9 
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a. Sebelum Pengucapan Ikrar Talak 
Sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan, 
maka Pengadilan meminta kepada suami terlebih dahulu untuk memenuhi 
kewajibannya berupa Nafkah Iddah dan Mut‟ah bagi istri yang ditalaknya. 
Perkara ini telah terjadi perdamaian mengenai jangka waktu 
pembayarannya ditentukan pada saat sidang akhir sebelum pengucapan ikrar 
talak, yaitu antara pemohon konvensi dan pemohon rekonvensi sepakat untuk 
waktu pembayaran Nafkah Iddah dan Mut‟ah serta pembayaran biaya 
pemeliharaan anak-anaknya yang diberikan melalui ibunya setiap bulannya. 
b. Setelah Sidang Ikrar Talak 
Apabila setelah sidang ikrar talak suami atau pemohon konvensi tidak 
menjalankan kewajiban maka akta cerai pemohon akan ditahan Pengadilan 
sebagai bentuk jaminan untuk pelunasan kewajiban suami. Meskipun secara 
administrasi hal tersebut tidak diatur di dalam perundang-undangan tapi 
Pengadilan terkadang mengambil alternatif tersebut untuk melindungi hak-hak 
istri agar mau dipenuhi oleh suami, Sebab dengan berakhirnya proses 
persidangan, maka suami terlepas dari istri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak 
yang dapat menjamin hak-hak istri. 
Upaya-upaya di atas jika gagal atau pada sidang terakhir tejadi 
kesepakatan tapi tidak ditepati mantan suami, maka proses paling terakhir yang 
dapat ditempuh oleh istris adalah memohonkan eksekusinya di Pengadilan. Dalam 
Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya 




kenyataannya tidak semua perkara perdata khususnya mengenai Nafkah hidup 
istri serta biaya pemeliharaan anak dapat dilakukan secara sukarela sehingga harus 
dimohonkan pengeksekusiannya oleh istri.  
Kasus perkara Nomor: 305/Pdt.G/2012/PA.Sgm, awalnya kedua belah 
pihak sepakat berdamai, namun setelah berjalannya waktu sang suami yang 
bekerja di Kalimantan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana isi putusan 
baik berupa Nafkah Iddah dan Mut‟ah bagi istri maupun biaya pemeliharaan 
untuk anak-anaknya. Namun sang istri tidak ingin memperpanjang masalahnya, 
dan ingin proses perceraian cepat selesai sehingga sang istri tidak memohonkan 
eksekusinya ke Pengadilan.10 
Keengganan mantan istri menuntut mantan suaminya yang tidak 
melaksanakan kewajibannya tersebut bukan tanpa alasan, mantan istri terkadang 
lebih memilih mengalah daripada memohonkan eksekusi ke Pengadilan, hal ini 
dikarenakan ada beberapa alasan, diantaranya: 
a. Biaya eksekusi yang dibebankan kepada istri menurut pasal 89 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang 
perkawinan dibebankan kepada istri. Hal ini mengakibatkan istri enggan untuk 
mengajukan, mereka lebih memilih bersikap pasrah. 
b. Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah eksekusi 
yang akan diterima karena proses eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan 
banyak pihak, sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. 
Kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan 
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yang terjadi di lapangan. Seperti pihak termohon yang tidak bekerjasama, 
sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur, dan lain sebagainya. 
Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami biasanya tidak begitu besar 
karena para pihak yang berperkara umumnya dari masyarakat taraf ekonomi 
menengah. Bila terjadi permohonan eksekusi, maka biaya yang harus 
dikeluarkan tidak sebanding dengan harta yang akan diperoleh. 
c. Tidak adanya harta yang dapat dieksekusi kadangkala menjadi alasan 
keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah istri disebabkan keadaan 
ekonomi suami yang terbatas. 
D. Analisis terhadap Putusan Nomor:305/Pdg.G/2012/PA.Sgm berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada 
Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan 
putusan Pengadilan. Tapi adanya putusan Pengadilan saja belum berarti sudah 
menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut 
telah dilaksanakan.11 
Prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah 
pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke Pengadilan 
mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali 
perkara yang mengandung unsur Nafkah Iddah dan Mut‟ah juga menginginkan 
keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya talak dari suami terhadap 
istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan 
suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu 
kewajiban suami kepada mantan istrinya”, hal ini karena setiap manusia 
membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali istri yang sedang menjalani 
masa iddah, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin serta biaya 
penghidupan untuk anak-anaknya dikemudian hari. 
1. Nafkah Iddah dan Mut’ah 
Nafkah Iddah dan Mut‟ah merupakan kewajiban dari mantan suami 
kepada istri yang telah diceraikan, hal ini merupakan suatu etika karena pada cerai 
talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan 
dengan istrinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum 
cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi Nafkah Iddah dan Mut‟ah bisa 
sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi 
penggembira bagi istri yang diceraikan. 
Kasus perceraian yang penulis teliti, antara kedua belah pihak yaitu suami 
dan istri telah terjadi kesepakatan damai yaitu bahwa suami akan membayarkan 
nafkah iddah dan mut‟ahnya setelah sidang ikrar talak tapi semua itu hanya 
tinggal janji belaka. 
Pemberian nafkah hidup setelah cerai terhadap mantan istri masih sangat 
jauh dari harapan para istri yang dicerai talak suaminya meskipun sebelumnya 
telah terjadi kesepakatan damai untuk melaksanakan segala kewajibannya. Hak-
hak istri yang mestinya dipenuhi secara sukarela dan sesuai dengan apa yang 




dalam Undang-Undang telah jelas disebutkan hak-hak istri tapi karena tidak 
adanya aturan yang mengikat serta aturan yang memaksa sang suami untuk 
membayarkan nafkah hidup setelah cerai kepada mantan istri membuat mantan 
suami terkesan lalai dan lari dari tanggung jawabnya. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya 
mengatur hanya mengatur mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah 
penghidupan kepada istri namun tidak mengatur bagaimana ketika mantan suami 
enggan membayarkan kewajiban tersebut. Jadi menurut penulis semestinya ketika 
ada kewajiban seperti yang tertuang pada pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 maka sepatutnyalah juga dibuatkan pula pasal atau aturan tentang 
sanksi ketika suami enggan membayarkan nafkah hidup terhadap mantan istrinya. 
Sehingga memberikan jaminan akan hak-hak sang istri setelah cerai dan 
memberikan kepastian hukum karena apabila setelah perkawinan kedua belah 
pihak dinyatakan putus atau dengan berakhirnya proses persidangan, maka suami 
terlepas dari istri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak 
istri untuk dipenuhi mantan suami. Sekiranya hal tersebut terpenuhi maka sang 
istri tidak perlu lagi  khawatir haknya tidak dipenuhi. 
Penulis sepakat dengan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama 
untuk menjamin hak sang istri agar mau dipenuhi sang suami yaitu dengan cara 
menunda sidang pembacaan ikrar talak oleh suami atau menahan akta cerai 
sebelum sang suami melunasi atau membayarkan nafkah iddah dan mut‟ah kepada 
mantan istrinya, meskipun hal tersebut tidak berdasarkan aturan perundang-




karena itu merupakan hak dari pemohon, namun hal tersebut dikarenakan alasan 
nurani dan kebijakan dari Majelis Hakim. 
Secara hukum pemberian nafkah hidup terhadap istri yang dicerai talak 
suaminya, memang sudah pantas untuk diberikan sebagai bentuk penghargaan 
terhadap istri yang telah merawat dan memeliharanya selama ikatan perkawinan 
terjalin.  
2. Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) 
Selain nafkah terhadap mantan istri yang ditanggung suami, ada juga 
tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya dalam bentuk pemberian 
biaya hidup sampai anak-anak tersebut dewasa. Jadi sudah adil kiranya jika sang 
bapak memberikan biaya hidup untuk anaknya sedangkan ibunya mengasuh anak 
tersebut, artinya kedua orang memikul bersama tanggung jawab terhadap anak-
anaknya meskipun sudah tidak ada ikatan di antara mereka sebagai suami istri.  
suami menganggap bahwa setelah perkawinan putus maka suami sudah 
tidak punya tanggung jawab apa-apa lagi terhadap mantan istrinya. Padahal masih 
banyak hak-hak yang harus dia penuhi termasuk pemberian biaya pemeliharaan 
terhadap anak-anaknya karena anak masih berada dalam tanggungannya sebagai 
bapak. Mantan istri sebagai pihak yang mangasuh anak diberikan peluang untuk 
mendapatkan hak-hak anak dengan mengajukan permohonan eksekusi ke 
Pengadilan.
12 
Adapun prosedur atau tahapan-tahapan eksekusi sebagai berikut : 
a. Permohonan eksekusi, yaitu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan 
permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. 
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b. Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak yang memohonkan eksekusi di 
Pegadilan Agama diwajibkan menanggung seluruh biaya eksekusi. 
c.  Aanmaning, yaitu berdasarkan permohonan tersebut ketua Pengadilan 
memanggil pihak yang dikenai kewajiban untuk ditegur atau diberi peringatan, 
dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan 
menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersebut.  
d.  Penetapan sita eksekusi, yaitu apabila dalam perkara belum ditetapkan sita 
jaminan. 
e.  Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perintah eksekusi yang berisi perintah 
penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan 
menyebut jelas obyek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang 
menjadi dasar eksekusi tersebut. 
f. Pengumuman lelang, pengumuman lelang sebagai eksekusi dapat dilakukan 
melalui surat kabar atau media masa. 
g. Permintaan lelang, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang 
Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita 
eksekusi, dengan dilampiri: 
1) Salinan putusan Pengadilan Agama; 
2) Salinan penetapan sita eksekusi; 
3) Salinan berita acara penyitaan; 
4) Salinan penetapan lelang; 
5) Salinan surat pemeberitahuan kepada pihak yang berkepetingan; 
6) Rincian besarnya jumlah tagihan; 
7) Buku pemilikan barang lelang; dan 




h.  Pendaftaran permintaan lelang, yaitu Kantor Lelang Negara mendaftarkan 
permintaan lelang dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran 
terbuka untuk umum, sesui pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189. 
i.  Penetapan hari lelang, yaitu Kantor Lelang Negara menetapkan hari lelang. 
j.  Penetapan syarat lelang dan floor price, penetapan syarat lelang menjadi hak 
dari Ketua Pengadilan Agama sebagai penjual untuk dan atas nama termohon 
eksekusi. Sedangkan floor price atau patokan harga terendah dilakukan olek 
Kantor lelang Negara dengan disesuaikan nilai ekonomis barang. 
k.  Tata cara penawaran, terlebih dahulu menggunakan cara dimana pihak yang 
menawar menulis secara terlulis dalam amplop tertutup dengan menyebut 
identitas yang jelas, harga yang disanggupi dan ditandatangani. Kemudian 
apabila tidak ada penawaran yang mencapai patokan harga maka penawaran 
dapat dilakukan secara lisan dengan persetujuan pihak penjual yaitu Pengadilan 
Agama. 
l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, yaitu pembeli lelang yaitu 
penawaran tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengn floor prince. 
m. Pembayaran harga lelang bararang hasil sita eksekusi mut‟ah dan nafkah iddah 
menjadi hak dari Pengadilan Agama untuk menentukan syarat-syarat 
pembayaran lelang. 
Pilihan hukum yang diberikan kepada istri tersebut tetap membuat istri 
berada dalam posisi yang dirugikan. Mantan istri yang berharap mendapatkan 
biaya pemeliharaan anak harus mengeluarkan biaya eksekusi yang nilainya 
terkadang lebih besar daripada biaya pemeliharaan yang akan didapat. Seperti kata 
pepatah “mencari jarum dalam tumpukan jerami” mengusahan sesuatu yang 





Suami yang enggan melaksanakan kewajibannya baik itu berupa nafkah 
untuk mantan istri maupun biaya pemeliharaan untuk anaknya (hadhanah) maka 
salah satu solusinya adalah biaya eksekusinya harus ditanggung oleh mantan 
suami. Alasan mengapa mantan suami yang harus menanggungnya bahwa adanya 
niat yang buruk baik itu secara langsung maupun tidak langsung dari mantan 
suami untuk menyensarakan kehidupan mantan istri serta anak-anaknya, serta 


























Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hukum pemberian nafkah hidup terhadap mantan istri akibat perceraian 
sangat jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan, serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.   
2. Implementasi Hukum terhadap nafkah hidup akibat perceraian berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut 
penulis penerapannya sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan 
pihak yang berperkara dalam hal ini istri. Perkara cerai talak dengan 
Nomor perkara: 305/Pdt.G/2012/PA.Sgm. dalam putusannya, bahwa 
Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan pemberian nafkah 
hidup kepada bekas istri dalam hal ini pemberian Nafkah Iddah dan 
Mut‟ah serta pembiayaan kepada anak-anaknya (hadhanah) telah sesuai 
dengan amanah Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan  
B.  Saran-saran 
Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis maka yang menjadi saran, 
diataranya: 
1. Hendaknya pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur sanksi 
hukum bagi mantan suami yang enggan membayar nafkah hidup kepada 




dikabulkannya permohonan izin mentalak istri, sebab perangkat hukum 
yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan jaminan 
terpenuhinya hak istri setelah ia diceraikan suaminya serta biaya hidup 
yang diperlukan untuk anak-anaknya. Dalam kasus perceraian, istri berada 
dalam posisi yang lemah, sebab ia harus menaggung akibat hukum 
putusnya perceraian seperti menjalani iddah serta mengasuh anak-
anaknya. 
2. Hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-
langkah yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada semua 
pihak termasuk dalam hal ini permohonan eksekusi oleh istri untuk 
menuntut haknya dari suami setelah perceraian, karena dalam prakteknya 
sangat sulit untuk dilaksanakan karena terkendala beberapa hal termasuk 
biaya permohonan eksekusi oleh istri yang terkadang lebih besar dari 
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